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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 7263 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU

i

BAGI GURU MADRASAH
TAHUN 2019

bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme,
dan kinerja guru madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesian
pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dipandang perlu memberikan tunjangan profesi guru;

bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru madrasah
yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru sesuai
dengan ketentuan, perlu pengaturan mekanisme penyaluran tunjangan
profesi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi
Guru Madrasah Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014
— 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P
Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode
Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 30 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
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Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1301) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1627);

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1738) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi
Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama, '

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri
Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014,
Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di
Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015
tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas
pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester
Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun
Pelajaran 2014/2015;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016
tentang Penataan Liniearitas Guru Bersertifikat Pendidik;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan
Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi
Kurikulum 2013 di Madrasah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum
Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa
Arab;

Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum
Madrasah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
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29, Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru

pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU
BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2019.

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi
Guru Madrasah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah
Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
acuan bagi para pejabat dalam rangka menghitung dan menetapkan
beban kerja guru madrasah yang sudah lulus sertifikasi agar tunjangan
profesinya dapat dibayarkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ~ : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2018

'DIREKTUR JENDERAL,

FB : Ayo Madrasah | IG : @ayomadrasah | Telegram : https://t. me/ayomadrasah | Web : https://ayomadrasah.blogspot.com
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